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Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan
pemerintah Nomor L2 Tahun 2AL7 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - Daerah, perlu

*"rrl"tu"pk"t Keputusan Bupati Barito Selatan tentang
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2A22;

Mengingat :

2.

1. undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undan[-Undan* Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
rerpanJangan rembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
paerah" sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-undang Nomor I Tahun 2015 tentang
penfbanan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4

tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah ;

Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 24fi tentang
Pembinaal dan Pengawasan Penyelenggaraall Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2O2l

tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2422;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
z}rc tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Barito Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun
2A2A tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

3.

4.

5.

6.

7.

Jatan Pelita Raya Nomor 305F, Telepon (0525)21001 Faksimile {0525)21500
website : www"baritoselatankab.go.id Buntok, Kode Pos 73711

Kalimantan Tengah
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Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 ?ahun
2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2A22:

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2O2O tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MWUTUStr{AIT:

Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagral tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, terdiri dari:
a. objek pengaruasan;
b. teknis pelaksanaan Pengawasan;
c. faktor dan bobot risiko;
d. kegiatan dan fokus pengawasan;
e. perhitungan sumber daya pengawasan; dan
f. jadwal dan anggaran pengawasarl.

Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan acuall
Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam
melaksagakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di lingkungan Kabupaten Barito Selatan.

Biaya yang timbul akibat keputusan ini bersumber dari
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2422.

Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2A22.

30 urril 2022

SELATAN,

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta

Up. Inspektur Jenderal.
2. Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Kepala OPD se-Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 188.45 I 1e5 /2a22
: ts ;"pni3 2022
: PEREI{CANAAK PEMBIIIAAN DAI{ PEI{GAWASAII

PEIIYELEI{GGARAAI{ PE}IERII{TAITAI{ DAERAH
TAIIUil 2A22

I. OBJEK PENGAWASAI{

Pada tahun 2A22 terdapat sebanyak 3O (tiga puluh ) Perangkat Daerah dan 36

(tiga pliluh enarr$ desa yang merrjadi objek pengawasan. yang terbagi pada 3 (tiga)

.ntii** eselon III {Inspektur Pembantu}. Rincian Perangkat Daerah Obyek
Pengawasan Tahun 2O22 sesuai Tabel 1, Rincian Desa Obyek Pengawasan
Tahun 2022 dan jadwal pengawasan desa tahun 2022 dibuat tersendiri.

Tabel 1

Rincian Perangkat Daerah Objek Pengawasan 2022
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TEI{NIS PETAI{SAITAAIT PENGAUIASAS

A. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi
yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan
standar pemeriksaan, untuk menilai kebenara:r, kecermatan, kredibilitas,
efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan
fungsi instansi pemerintah. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Inspektorat
Kabupaten Barito Selatan melakukan Pemeriksaan Kepatuhan Belanja
dan Pengadaan BarangfJa*a, Pemeriksaan Kinerja, Pemeriksaan dengan
Tujuan Tertentu dan Pemeriksaan Investigasi.

Tahapan pelaksanaan pemeriksaano sebagai berikut:
1. Perencanaan Pemeriksaan

Penyusunan perencanaalt pemeriksaaa dimutai sejak penetapan
sasaran pemeriksaan sampai dengan penugasan pemeriksaan,
dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan pemeriksaan tercapai
sesuai dengan standar pemeriksaan yang ekonomis, efisien, dan efektif,
dengan tahapan:
a. Penetapan Sasaran/Objek pemeriksaan

sasaranlobjek pemeriksaan diprioritaskan terhadap
program/kegiatan yang bersifat strategis, mengandung
risiko/keravranan tinggr dan berdampak langsung terhadap
masyarakat, mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan
tersebar, serta kegiatan yang mendukung pencapaian tqjuan,
sasaran, dan program Pemerintah Kabupaten Barito selatan.

b. Penetapan Personil dan Susunan Tim pemeriksa
1) Jumlah personil Tim Pemeriksa, ditetapkan secara proporsional

sesuai kebutuhan Tim Pemeriksa dengan memperhatikan
kompetensi dan pengalamarl AuditorlPPUPD serta disesuaikan
dengan tingkat kompleksitas objek pemeriksaan, dengan jumlah
anggota tim maksimal 3 {tiga} orang.

2l Susunan Tim Pemeriksa secara kolektif mempunyai kompetensi
sesuai sasarar pemeriksaan, terdiri dari:
a) Penanggung jawab;
b) Wakil Penanggung jawab
c) Pengendali Teknis {Dalnis} atau supervimr;
d) Ketua Tim {KT}; dan
e) Anggota Tim (AT).

3) Pemeriksaan dilakukan oleh Auditor/calon Auditor bersertifikat
JFA dan PPUPD/Calon PPUPD bersertifikat JF PPUPD. Dalam
hal dipandang perlu, Tim pemeriksa dapat menggunakan tenaga
ahli yang berkompeten.

4) Jika dipandang objek pengawasan memiliki risiko sangat tinggr
atau objek pemeriksaan memiliki kegiatan yang sangat strategis
dengan cakupan area yang sangat ruas, komposisi tim dapat
diselesaikan dengan menambah jumlah anggota tim atau dapat
membentuk sub tim pemeriksaan dengan melampirkan
justifikasi kebutuhan secara tertulis kepada Inspektur
Kabupaten Barito Selatan.
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c, Pembekalan Teknis
Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspekturllnspektur
Pembantu/Auditor/PPuPD Madya sebelum pelaksanaan
pemeriksaan. Pelaksanaan pembekalan teknis dapat dilakukan
secara mandiri oleh masing-masing Inspektur Pembantu atau
terpadu.

d. Penetapan Waktu Pemeriksaan
Jumlah hari pemeriksaan ditetapkan dengan mempertimbangkan
beberapa hal yaitu:
1) hasil prafiling faktor risiko objek pemeriksaan; dan
2l luas cakupan dan kompleksit*.s kegiatan objek pemeriksaan.

e. Braya Pemeriksaan
Besaran biaya pemeriksaan ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan pada dasarnya merupakan operasionalisasi
dari langkah-langkah keq'a dalam Program Kerja pengawasan (pKp),
meliputi pengumpulan data pemeriksaan, pengolahan dan analisa
data/bukti pemeriksaan sesuai teknik pemeriksaan, pengembangan
temuan pemeriksaan, penyusunan temuan hasil pemeriksaan.
Proses pelaksan€Lan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan,
meliputi:

a. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang lingkup pemeriksaan terbagi menjadi s {tiga} kategori, yaitu:
1) Pemeriksaan Kepatuhan Belanja dan PB*I, meliputi:

4 kepatuhan terhadap peraturan;
b) kehandalan sistem pengendalian intem;
c) pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
d) pengelolaan PNBP; dan
e) kepatuhan perpajakan bendaharawan.

2l Pemeriksaan Kinerja, meliputi:
a) kepatuhan terhadap peraturan;
b) kehandalan sistem pengendalian intern; dan
c) aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas atas pelaksanaan

tugas dan fungsi instansi,
3) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, mencakup pemeriksaan

yang tidak termasuk dalam pemeriksaan kine4'a atau
pemeriksaan yang bersifat tematik atau direktif langsung
maupun tidak langsung.

b. Pengumpulan Bukti Pemeriksaan

simpulan pemeriksaan sangat bergantung pada keandalan bukti-
bukti pemeriksaan. untuk itu, AuditorlPPupD harus memastikan
bahwa semua jenis bukti dan semua tekeik pemeriksaan telah
dilakukan untuk mendukung simpulan temuan. Jenis bukti dan
teknik pemeriksaan:
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Tabei 2
Jenis dan Teknis Pemeriksaan

Jenis Bukti Teknik Pemeriksaan
Fisik Inspeksi, observasi/pengamatan, inventarisasi
Dokumen Verifikasi, cek,

faating, uouching,
ujiltes, footirug, cross

trasir, scanning, rekonsiliasi
Analisis Analisis, evaluasi,

pembandingan
walkthrough test,

Keterangan Permintaan
pendapat

informasi, permintaan

c. Pengujian Bukti Pemeriksaan
Pengujian merupakan hal yang sangat penting untuk meyakinkan
pihak-pihak terkait dan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun
temuan dan memberikan rekomendasi serta tindak ianjut.
Untuk mendukung keakuratan temuan, maka aiat bukti yang
diperoleh harus bersifat REKOCUMA, yakni:
1) relevan: bukti mempunyai hubungan yang logis dan dapat

dimengerti;
2| kompeten: bukti harus konsisten dengan fakta, sah atau valid;
3) cukup:jumlahnya memenuhi syarat untuk mendukung temuan,

cukup tidaknya dapat dibantu dengan pertimbangan apakah
sudah memenuhi validitas dan keandalan temuan; dan

4l material: bukti mempunyai bobot yang layak untuk
dikemukakan sangat berarti, berpengaruh pada putusan
pimpinan.

d. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

Selama proses pemeriksaan diiaksanakan dan untuk mendukung
temuan, AuditorlPPUPD harus membuat KKP yang
menggambarkan kegiatan pemeriksaan.

e. Penyusunan Temuan dan Simpulan Pemeriksaan
Temuan pemeriksaan adalah masalah-masalah penting serta
mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja"
Temuan pemeriksaan harus mengandung unsur temuan/atribut
yang lengkap yaitu menggalnbarkan kondisi yang sebenarnya,
kriteria yang harus dipatuhi oleh objek pengawasan, penyebab
hakiki, akibat yang ditimbulkan, dan rekomendasi yang
menghilangkan penyebab dan akibat. Temuan pemeriksaan harus
mendapatkan tanggapan dari pihak yang diperiksa.
Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun temuan dan
simpulan hasil pemeriksaan, yaitu:
1) judul: mencerminkan uraian substansi temuan;
2) informasi: masukkan informasi yang penting dan reievan

dengan temuan;
3) objektif: yakinkan bahwa setiap kata didukung oleh bukti dan

tidak dilebih-lebihkan apalagi bersifat menekan;
4) kenali pendapat penting: hindari desas desus dan jangan

mengikutsertakan informasi yang menyesatkan ;
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5) yakin: bahwa simpulan sudah didukung dengan bukti-bukti
pemeriksaan;

6) kalimat konstruktif: bersifat membangun dan tidak kualitatif,
serta untuk perbaikan di masa mendatang;

7l pengakuan: apresiasi terhadap kegiatan yang sudah dicapai oleh
manajemen;

8) jujur: sqiikan komentar secara jujur dan berikan informasi yang
cukup kepada objek pemeriksaan agar temuan mendapat
perspektif yang sama;

9) pengendalian manajemen: utamakan pembahasan pengenda-
lian malajemen di setiap tingkatan pada bidang yang
dipermasalahkan;

10) pengaruh negatif: jelaskan pengaruh negatif yang sudah teq'adi
atau pemborosan, ketidakhematan dan sebagainya;

11) penyebab hakiki: tunjukkan penyebab atau alasan yang
menjadi dasar terjadinya penna$alahan;

12) ringkas: uraian permasalahan singkat dan jelas; dan
13) bahasa sederhana: gunakan bahasa yang mudah dimengerti

oleh pengguna laporan dan hindarkan penggunaarl singkatan
yang tidak umum.

f. Rekomendasi
Rekomendasi disusun berdasarkan hasil temuam pemeriksaan yang
ditujukan kepada penanggung jawab pimpinan satker/unit
keda/kepala daerah/perangkat daerah yang berwenang untuk
melakukan tindakan perbaikan. Rekomendasi bersifat
menghilangkan penyebab dan akibat.
Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun rekomendasi:
1) sampaikan pesan yang penting dan jelaskan dengan baik;
2l realistis dan dapat dilaksanakan;
3) mempertimbangkan kebutuhan waktu pelaksanaan

rekomendasi;

4l mengidentifikasi personil yang bertanggungiawab melaksanakan
rekomendasi;

5) mengestimasi potensi penghematan di bidang keuangan atau
dampak lain dari rekomendasi;

6) hindari adanya cacat rekomendasi, yaitu:
a) rekomendasi yang bersifat himbauan;
b) rekomendasi perbaikan atas tindakan masa la1u, yang pada

saat pemeriksaan tidak perlu dilakukan lagi karena sudah
diperbaiki;

c) rekomendasi kepada instansi di luar instansi yang diperiksa;
dan

d) rekomendasi terhadap suatu instansi yang diperiksa yang
saat ini instansi tersebut sudah tidak ada lagi.

7l rekornendasi yang tidak sejalan dengan ketentuan yang
mengatur kegiatan yang bersangkutan;

8) rekomendasi yang berada di luar kewenangan pimpinan instansi
yang diperiksa untuk melaksanakannya; dan/ atau
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9) rekomendasi yang tindak lanjutnya berkaitan dengan rekanan
yang sudah bubar atau alamatnya sudah tidak jelas lagi, dengan
pembuktian yang sah {rekomendasi harus ditujukas kepada
KPA/ PPK/ penanggung jawab kegiatan) .

g. Ekspose/Pemaparan Hasil pengawasan

Dalam rangka memberikan rekomendasi penyempurnaan
pelaksanaan pemeriksaan sehingga kualitas laporan hasil
pemeriksaan telah sesuai dengan standar pemeriksaan dan
pedoman kendali mutu pemeriksaan APIP, maka dilakukan
pemaparar. hasil pengaruasan, dengan tahapan:
1) tahap I: ekspose internal tim masing-masing;
2\ tahap II: ekspose yang melibatkan antar tim ata.u kelompok kerja

terkait yang dipimpin Inspektur yang melaksanakan pengawasarl
dan dihadiri Inspektur pembantu dan/atau Inspektur; dan

3) tahap III: apabila diperluka:: melibatkan satuan kerja terkait.
3. PelaporanPemeriksaan

Penyelesaian Laporan Hasil pengawasan (LHp) memperhatikan
beberapa hal, sebagai berikut:
a. batas waktu penyelesaian LHP adalah 14 hari kalender sejak

berakhirnya surat tugas pemeriksaan kineq'a;
b. LHP ditandatangani oleh Inspeldur dan tiap lembarnya diparaf oleh

Tim Pemeriksaan mulai dari wakil penanggung Jawab sampai
dengan Anggota Tim;

c. LHP disampaikan dengan surat pengantar Laporan (spl,)
ditandatangani oleh Inspektur;

d. sPL maksimal 2 (dua) halaman dengan substansi yang berisi:
1) judul pemeriksaan;
2) nomor dan tanggal pemeriksaan;
3) PHP yang memuat judul-judul temuan dan rekomendasi secara

umum yang harus dilakukan oleh pimpinan Satker.
e. penyusunan dan penulisan klasifikasi kode temuan dan tindak

lanjut laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Barito
Selatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

B. Reviu

Reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan
meliputi: Reviu I"aporan Keuangan (LK), Reviu Rencana Kerja pemerintah
Daerah (RKPD), Reviu RKA perangkat Daerah, Reviu Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIp), Reviu Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), dan reviu lainnya sesuai
kebutuhan organisasi. Pedoman reviu ini bersifat umum, sedangkan
pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis reviu mengacu pada
ketentuan yang berlaku, dengan tahapan:
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1. Perencanaan Reviu
Da1am setiap penugasan reviu, pemeriksaan harus menyusun
perencanaan reviu. Penyusunan perellcanaar reviu mulai sejak
penetapan sasaran reviu sampai dengan penugasan reviu.
a Penetapan Sasaran Reviu

sasaran reviu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
b. Penetapan Personil dan Susunan Tim Reviu

Personil tim reviu ditetapkan secara proporsional sesuai
dengan cakupan reviu dan tingkat kompleksitas objek reviu
dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman
Auditor/PPUPD. susunan Tim Reviu secara kolektif
mempunyai kompetensi sesuai sasaran reviu, terdiri dari: 1)
Penanggung Jawab; 2) Dalnis; B) KT; dan 4) AT. Reviu dilakukan
oleh Auditor/ PPUPD atau calon Auditor/ ppupD bersertifikat.

c. Penetapan Waktu Reviu
Pelaksanaan reviu meliputi persiapan, pelaksanaan, dan
pelaporan dengan rincian yaitu:
1) Persiapan

Persiapan reviu berupa pembicaraan pendahuluan
(koordinasi), dan reviu/penyusunalr program keq'a reviu.

2l Pelaksanaan
waktu pelaksanaan reviu disesuaikan dengan kompleksitas
penugasan.

2. Pembekalan tel<:eis
Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspektur/Inspektur
Pembantu/Auditor MadyalPpupD Madya sebelum pelaksanaan
audit. Pelaksanaan pembekalan teknis dapat dilakukan secara
mandiri oleh masing-masing Inspektur pembantu atau terpadu.

3. Penyusunan Frogram Kerja Reviu (pKR)
setiap pelaksanaan reviu harus didukung dengan pKR, yang
disusun oleh KT dan direviu oleh Dalnis, sekurang-kurangnya
memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi
sumber daya, kegiatan yang direviu, dan langkah-langkah kerja
reviu.

4. Pelaksanaan Reviu
Pelaksanaan reviu pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari
langkah-langkah kerja dalam pKR, meliputl pengumpulan
dataldokumen, pengolahan dan anarisa data/dokumen sesuai
teloeik reviu, penyusunan catatan/ikhtisar hasil reviu, dan
penyusunan laporan hasil reviu.
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C. Evaluasi
Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi
suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah
ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi yang
dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan meliputi
evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {SAKIP),
evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah {SPIP}, dan evaluasi lainnya sesuai dengan kebutuhan
organisasi. Pedoman evaluasi ini bersifat umllm, sedangkan ped.oman
pelaksanaan untukmasing-masing jenis evaluasi mengacu pada
ketentuan yang berlaku, dengan tahapan:
1. Perencanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi dimulai dengan menentukan sasaran. Sasaran
mencakup antara lain evaluasi terhadap kegiatan prioritas,
pemanfaatan aset, kesesuaian bantuan pemerintah, sistem
Akuntabilitas Kineq'a Instansi Pemerintah,pelayanan Fublik,
Penerimaan Negara Bukan Pajak, Reformasi Birokrasi, Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, dan lain-lain.

2. Pembekalan teknis

Pembekalan tela:ris dilakukan oleh Inspektur/ Auditor Madya/PPUpD
Madya sebelum pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan pembekalan
teknis dapat dilakukan secara mandiri oleh Inspektorat daerah.

3. Program Keda Evaluasi (PKE)

setiap pelaksanaan evaluasi harus didukung dengan pKE, yang
disusun oleh KT dan direviu oleh Dalnis, sekurang- kurangnya
memuat tujuan, sasar€Ln, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber
daya, kegiatan strategis yang dievaluasi dan langkah- langkah kerja
evaluasi.

4. Pelaksanaan Evaluasi
Pelaksanaan evaiuasi pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari
langkah-langkah kerja dalam pKE, meliputi pengumpulan data
evaluasi, pengolahan dan analisis data/dokumen evaluasi sesuai
teknik evaluasi, dan penyusunarl rencana aksi hasil evaluasi.

5. Pembahasan Hasil Evaluasi Uji Substansi
Pembahasan hasil evaluasi uji substansi dikoordinatori oleh
Inspektur, pemangku entitas dengan mengund,ang Inspektur
Pembantu, Pengendali Teknis, dan Ketua Tirn"

D. Pemantauan
Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau
kegiatan dalam mencapai tduan yang telah ditetapkan. Pemantauan yang
diatur dalam pedoman ini adalah pemantauan terhadap kegiatan tahun
beq'alan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan
eksternal. Pedoman pemantauan ini bersifat umum, sedangkan pedoman
pelaksanaan untuk masing-masing jenis pemantauan mengacu pada
ketentuan yang berlaku"
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1. Pemantauan Terhadap Kegiatan Tahun Berjalan
a Penentuan Sasaran

sasaran pemantauan mencakup capaian kegiatan prioritas,
penyerapan anggaran dan pengadaan barang/iasa, dan
pemantauan kegiatan lain sesuai kebutuhan organisasi.

b. Rencana Kerja Pemantauan (RKPi

setiap pelaksanaan pem€mtauan harus didukung dengan RKp, yang
disusun oleh KT dan direviu Dalnis, sekurang- kurangnya memuat
tujuan, sasar€ul, ruang tingkup, metodologi, alokasi sumber daya,
kegiatan strategis yang dipantau dan langkah- langkah kerja
pemantauan.

c. Pelaksanaan Pemantauan
Pelaksanaan pemantauan pada dasarnya merupakaa
nperasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam RKp, meliputi
pengumpulan data pemantauan, pengolahan dan analisis
data/dokumen sesuai teknik pemantauarn, dan penyusunan
rencana aksi hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh
Auditor/PPUPD atau Calon Auditor/PPUPD bersertifikat dan dapat
melibatkan staf pendukung.

2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di
Inspektorat Daerah Kabupaten Barito selatan terbagi menjadi:
1) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal yang

dilakukan oleh BPK RI;
2) Pelake€ulaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal yang

dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito selatan.
Mekanisme pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaar:. internal dan
eksternal diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kegiatan Pengawasan Lainnya
Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan yang tidak memberikan
penjaminan kualitas meliputi sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis
konsultansi di bidang pengawasan dan peningkatan kualitas hasil
pengawasan melalui peer reuieu (telaah sejawat]. Tahapan pelaksanaan
pengawasan lainnya, sebagai berikut:
1. Perencanaan

Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum melaksanakan kegiatan
sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis di bidang pengawasan,
adalah:
a Penetapan topik atau materi bahasan yang bersifat strategis,

mengandung risiko,/kerawanan tinggi dan berdampak langsung
terhadap masyarakat;

b. Penyiapan pedoman kerja atau panduan pelaksanaan;
c. Penyiapan materi atau modul sesuai topik atau pokok bahasan;
d. Penetapan personil sesuai kebutuhan;
e. Penetapan waktu pelaksanaan/iumlah hari kegiatan; dan
f. Biaya pelaksanaan kegiatan.
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2. Pelaksanaan
& Sasaran sosialisasi pengawasan adalah satker/pemda dan

stakeholder di lingkup pemerintah daerah. Jumlah personil yang
diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural,
Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD, dan maksimal 2 (dua) orang
staf pendukung yang berkompeten.

b. Asistensi

Sasaran asistensi adalah satkerlpemda dan staketwlder di lingkup
pemerintah daerah" Jumlah personil yang diperlukan dalam satu
tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional
AuditorlJF PPUPD, dan maksimal 2 {dua} orang staf pendukung
yang berkompeten.

c. Konsultansi Bidang Fengawasan
Konsultansi pengawasan adatah jasa konsultansi (aduisory
seruiae/problem sotuing) yang diberikan oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten Barito Selatan kepada mitra {Perangkat Daerah dan
Pemerintah Desa) dalam rangka memberi alternatif penyelesaian
masalah yarrg sedang dihadapi. Jumlah personil yang diperlukan
dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat
Fungsional Auditor/p?upD, dan maksimal z {dua} orang staf
pendukung yang berkompeten.

d. Peer Reuieut (Telaah Sejawat)
Telaah sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawasan
yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan
kegiatan pemeriksaan telah dilaksanakan oleh PFA/PPUPD yang
berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman keq'a yang memadai.
Pelaksanaan telaah sejawat internal di lingkungan Inspektorat
Kabupaten Barito Selatan dilakukan minimal 2 (dua) tahun sekali
dan telaah sejawat tidak dilakukan secara resiprokal.

F. Ketentuan Dalam Pelaksanaan pengawasan

1. Dalam penerbitan surat tugas pemeriksaan agar menginformasikan
jumlah hari persiapan dan jumlah hari pelaporan.

2. Jumlah maksirnal hari pelaksanaan penga\Masan intern diluar
persiapan dan pelaporan, sebagai berikut:
a- 14 (empat belas) hari untuk I {satu} pemeriksaan yang memiliki

prolil risiko sangat tinggr;
b" 12 {dua belas} hari untuk 1 (satu) pemeriksaan memiliki profil

risiko tirggr;
c. 10 {sepuluh} hari untuk 1 (satu} pemeriksaan memiliki prolil risiko

sedang;
d. I {delapan} hari untuk 1 {satu} objek pemeriksaan yaragmemiliki

profil risiko rendah;
e. 10 (sepuluh) hari untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
f 1o (sepuluh) hari untuk pemeriksaan investigasi/khusus;

6 {enam} hari untuk klarifikasi pengaduan;
10 {sepuluh} hari untuk reviu;
7 (tujuh) hari untuk verifikasi;
10 (sepuluh) hari untuk evaluasi;
4 (empat) hari untuk asistensi/pendampingan; dan
4 {empat} hari untuk monitoring.

g

h.

i.

j.
k
t.
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3. Pertimbangan khusus, walrtu pelaksanaan pengawasan dapat melebihi
ketentuan sebagaimana huruf di atas setelah mendapat persetujuan
Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan.

4. Usulan pengajuan pemeriksaan kinerja harus menginformasikan
status tindak lanjut hasil penga\Masan objek pemeriksaan, program
Kerja Pemeriksaan (PKP), justifikasi apabila terdapat perubahan lokus
pemeriksaan antara pKpT dan pelaksanaan.

5. Usulan perpanjangan hari pengawasan disampaikan tertulis kepada
Inspektur Kabupaten Barito Selatan dengan melampirkan justifikasi
perpanjangan pelaksanaan pengaw.asan intern.

6. Usulan pembatalan pengawasall disampaikan tertulis kepada
Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan melampirkan
justifikasi pembatalan pelaksanaan pengawasan intern.

7' Dalam hal pelaksanaan pengawasan intern melibatkan perangkat
Daerah lain, ditunjuk Inspektur sebogai koordinator kegiatan dengan
tugas, sebagai berikut:
a. koordinator menJrusun renc€ula kegiatan dan menerbitkan laporan

kompilasi sesuai dengan kegiataa yang dilakukan untuk dilaporkan
kepada Kepala Daerah dan disa:ripaikan Sekretaris Daerah terkait
maksimal 7 (tujuh) hari ke{a setelatr Surat Tugas berakhir; dan

b. inspektorat non koordinator berkewqjiban menyampaikan hasil
kegiatannya berdasarkan wilayah dan jenis entitas kepada
Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai koord.inator maksimal 3
(tiga) hari keq'a setelah surat tugas berakhir.

8. Seluruh data rekapitulasi hasil pengawasan didokumentasikan
terpusat di subbagian perencanaan, Evaluasi dan pelaporan.

9. Pada saat penugasan, terdapat personil Pejabat Fungsional
Auditor/PPUPD yang bertugas di kantor. Jabatan Fungsional
AuditorlPPUPD tersebut dianggap mampu dan kompeten melakukan
kegiatan d.ssuranee, constltanf, dan catalgst.

III. PENETAPAN FERENCANAAN PENGA\MASAN PEI{YELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2A22
Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
adalah proses kegiatan agar pemerintahan aaeiafr be{alan secara efektif danefisien sesuai d.engan rencana dan ketentuan peraturan perund.ang-
undangan. Dalarqr rangka mendukung terlaksananya program dan kegiatin
secara efektif, efisien, dan tepat sasaran sehingga tercipai target kinerja
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tahun iAzZ, dengan berpedomin
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Ind,onesia ilo*o, Nomor 4gTahun 2o2L tentang Perencanaan Pembinaan dan pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2A22.
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A. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP
PERANGKAT DAERAH

1. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah
dilakukan oleh Inspektorat daerah, dengan fokus:

Pelaksanaan urus€m pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan,
sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka
menengah daerah dan/atau renc€ula kerja pemerintah daerah Tahun
2422 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan
daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan
pariwisata dan urusan pangan.

a. pemerik*aan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan termasuk ketaatan pelakeanaan nonna, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pemeriksaan/Audit Ketaatan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten
adalah Pemeriksaan secara berkala terhadap penyelenggaraarl
pemerintahan berupa pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan,
barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah pada 24 {dua puluh empat} perangkat
Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Baito Selatan. Pemeriksaan
meliputi 4 (empat) aspek yaitu Aspek Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah, Aspek sumber Daya Manusia, Aspek sarana dan
Prasarana, serta Aspek Pengelolaan Keuangan. Pemeriksaan
dilaksanakan terhadap semua Perangkat Daerah lingkup Pemerintah
Kabupaten Barito Selatan, dilaksanakan pada bulan Juli - Oktober
tahun 2A22.

Jumlah hari yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan/Audit
Ketaatan yaitu selama 58 {lima puluh delapan} hari dengan rincian
sebagai berikut:
- 38 {tiga puluh delapan} hari pelaksanaan pemeriksaan Dalam Kota.
- 20 (dua puluh hari) hari pelaksana,a.n pemeriksaan ke Kecamatan

Personil tim pemeriksa terdiri dari APIP Inspektorat Kabupaten Barito
selatan yang berkompeten dengan komposisi sebagai berikut:

o Penangsrng Jawab
o Pembantu Penanggung Jawab
r Pengendali Teknis
r Ketua Tim
r Anggota Tim

: I orang
: 3 orang
: 11 orang
: 10 orang
: 7 orang

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
Reguler {LHP-R) forrnat bentuk bab yang memuat temuan, kriteria,
penyebab, akibat dan rekomendasi/saran yang ditujukan kepada
orang atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan atau
perbaikan.

b. Pemeriksaan Kinerja"

Pemeriksaan/Audit Kinerja diprioritaskan terhadap
program/kegiatan yang bersif,at strategis, mengandung
risiko/kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap
masyarakat, mendapatkan alokasi an"ggaran yang cukup besar dan
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tersebar, serta kegiatan yang _mendukung pencapaian tujuan,sasaran, dan program pemerintah Kabupater, E*.ito seiatan.

,{_ymtan hari yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan/Audit
Kinerja yaitu selama z3 {tujuh _pufuh tiea ) hari terhaoap o lenamlPerangkat Daerah Kabupaten Barito selatan yang beresik' sangat
tinggi/tinggi.

Personil tim pemeriksa terdiri dari APIP Inspektorat Kabupaten Barito
selatan yang berkompeten dengan komposisi sebagai berit<ut:

o PenanggungJawab
r Pembantu Penanggung Jawab
o Pengendali Tekrris
. Ketua Tim
. Anggota Tim

Personil tim masing-masing Reviu
Inspektorat Kabupaten Barito Selatan

RKPD terdiri dari ApIp
yang berkompeten dengan

I orang
3 orang

l L orang
10 orang
7 orang

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil pemeriksaan

-Reguler {LHP-Kinerja) format bentuk bab yang memuat temuan,
kriteria, penyebab, akibat dan rekomendasil"*Lr yang ditujukankepada orang atau badan yang berwenang untuk -melakukan
tindakan atau perbaikan

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari
Elnggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

a' Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan
daerah, terdiri dari :

1) Reviu Rancangan akhir rencana keqapemerintah daerah (RKpD)
murni TA 2023 dan Rancangarl akhir rencana kerja pemerintah
daerah (RKPD) perubahan TA 2022 (terdiri dari Z th"4 kegiatan)
dengan fokus sasaran :

a) pengujian atas kesesuaian ranc€Lngan akhir rencana kery'a
pemerintah daerah.dengan peraturan daeratr tentang rencarla
pembangunan jangka menengah daerah.

b) pengujian atas penyusunErn substansi antar bab pada
rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.

c) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja
dengan program, kegiatan dan sub kegiatan d.alam-rancangan
akhir rencana kerja pemerintah daerah.

komposisi sebagai berikut:
o PenanggungJawab
e Wakil Penanggun Jawab
e Pengendali Teloris
o Ketua Tim
. Anggota Tim

: l orang
: 1 orang
: 1 orang
: 1 orang
: 6 orang

Hasil reviu dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu {LHR-RKPD)format bentuk LHR dan cHR yang memuat temuan, kriteria, dan
rekomendasi/saran yang ditujukan kepada perangkat Daerah
yang berwenang untuk melakukan tindakan atau peruait .n.
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2) Reviu Rancangan akhir rencara kerja (RENJA) perangkat d.aerah
Reviu Rancangan akhir rencana keq'a (RENJA) terdiri 2 (dua)
kegiatan, yaitu :

- Reviu RENJA Perubahan Tahun Anggaran 2AZ2; da,.- Reviu RENJA Tahun Anggaran 2A25.
dengan fokus sasaran :

a) pengujian atas kesesuaian rglncang€ul akhir rencana ke{a
perangkat daerah dengan rencffla kerja pemerintah daerah.

b) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada
rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.

c) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan
program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangarl u.khi,
rencana ke{a perangkat daerah.

Personil tim masing-masing Reviu RENJA terdiri dari ApIp
Inspektorat Daerah Kabupaten Barito selatan yang berkompeten
dengan komposisi sebagai berikut:
r Penang$[ng Jawab : 1 orangr Wakil Penanggun Jaurab
o Pengendali Telaris
o Ketua Tim
o Anggota Tim

o PenanggungJawab
o Wakil Penanggun Jawab
r Pengendali Telmis
o Ketua Tim
. Anggota Tim

I orang
1 orang
L orang
6 orang

3)

Hasil reviu dituangkan dalam La.poran Hasil Reviu (LHR-RENJA)
format bentuk LHR dan cHR yang memuat temuan, kriteria,dan rekomendasi/saran yang ditujukan kepada- perangkat
Daerah yang berwenang untuk melakukan tindakan "t",perbaikan.

Reviu Rancangan kebijakan umum anggaran dan
plafon anggaran sementara (KUA-PPAS)

Reviu Rancangan kebijakan umum anggaran dan
plafon anggaran sementara (KUA-PPAS; tJrEi* Z {dua}yaitu :

- Reviu KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran zezz; dart
- Reviu KUA-PPAS Tahun Anggaran ZAZS.

dengan fokus sasaran:
a) pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebiiakan

umum anggaran dan prioritas plafon anggararl sementara
dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja
perangkat daerah.

b) pengujian kaidah penganggaran dalam kebiiakan umum
Emggaran dan prioritas plafon €Lnggaran sementara

Personil tim masing-masing Reviu KUA-PPAS terdiri dari ApIp
Inspektorat Daerah Kabupaten Barito selatan yang berkompeten
dengan komposisi sebagai berikut:

prioritas

priorotas
kegiatan,

1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
6 orang
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Hasil reviu dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu {LHR-RENJA}format bentuk LHR dan cHR yang memuat temuan, kriteria, dan
rekomendasi/saran yang ditujulian kepada perangkat Daerah
yang berwenang untuk melakukan tindakan atau peiuait an.

4) Reviu Rencana Kerja Anggaran satuan Kerja perangkat Daerah
Reviu dokumen Rencana kerja anggaran satuan kerja {RKA)adalah prosedur penelaahan atas pinyusunan dokumen RKA
berupa penelusuran angka-angka, perrrrintaan keterangan d.ananditis yarlg menjadi dasar memadai bagi InspektorJ untuk
memberikan kesimpulan bahwa RKA perangkai Daerah telahdisqiikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapatdiiadika, dasar pelaksanaan program a"r, kegiatan r.ra"gLat
Daerah.

Reviu Rencana $qrl" a.nggaran satuan kery'a perangkat daerah
(RKA-SKPD) terdiri 2 {dua) kegiaan, yaitu :

- Reviu atas RKA perubahan Tahun Anggaran 2otz2; d,arr- Reviu RKA Tahun Anggaran ZAZA.

dengan fokus sasa.ra.n:

a) pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran
satuan keqa perangkat daerah dengan t<euilar<an-umum
anggar€rn dan prioritas plafon anggaran sementara danperaturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat
daerah.

b) pengujian k"id+ 
. 
penganggaran daram rencana kerja

anggaran satuan kerja perangkat daerah
Personil tim masing-masing Reviu RKA-SKPD terdiri dari ApIp
Inspektorat Kabupaten Barito selatan yang berkompeten
dengan komposisi sebagai berikul
o Penangg[ngJawab
o Wakil Penanggun Jawab
r Pengendali Teknis
o Ketua Tim
o Anggota Tim

1 orang
L orang
L orang
1 orang
6 orang

Hasil reviu dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu (LHR_RKA)
format bentuk LHR dan cHR yans memuat temuan, kriteria,
dan rekomendasilsaran yang ditujukan kepada perangkai
Daerah yang berwenang untuk mltat ut an- tindakan atauperbaikan seberum ditetapkan menjadi DpA/DppA.

b. Pemeriksaan pengelolaan Keuangan Daerah, dengan fokus:

U Pemeriksaan pengelolaan manqjemen kas dan persediaan
dengan sasararl:
a) sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka

realisasi anggararl pendapatan dan belanja d.aerah;b) pengelolaandeposito;
c) pengelolaan persediaan; dan
d) administrasi pencatatan kas di bendahara.



Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasit pemeriksaan
format bentuk Laporan yang memuat temuan, kriteria, dan
rekomendasilsaran ytrLg ditujukan kepada perangkat Daerah yang
berwenang untuk melakukan tindal<a, *t*, perbaikan.

c. Reviu Laporan Keuangan (LKPD) pemerintah Daerah
Reviu I"a.poran keuangan dengan sasaran memberikan keyakinan
secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modilikasi
material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disqiikan
berdasarakan 

_sistem pengendalian interrr yang memadai dan sesuai
dengan standar akuntansi pemerintah;, Lh,r*.,*rry" ierrraaap
pengelolaan kas daerah, persed.iaan, dan pencatatan piutang.
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2) Akuntabilitas pengeloraan belanja daerah dengan sasalan:
a) akuntabilitas pelaksarnaa.n pengelola belanja sesuai denganuru$an yang telah mer{adi kewenangannya dan/atau telahmemiliki.-4"ry hukum y {tg melanda*Irryaf aanb) akuntabilitas belanja yang merniliki potensi risiko korupsi,

yaitu:
a) hibah dan bantuan sosial.
b) pengadaan barang danjasa.
c) perjalanan dinas.

3) Pengelolaan pembiayaan daerah dengan sasaran pelaksanaan
pengelolaan penyertaan modal daerah telah seiuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4l Pengelolaan mana,iemen kas dan persediaan dengan sasaran:a) sistern pengendalian intern yang handal dal-am ,."tk;
reaiisasi angg-aran pendapatan dan belanja daerah; "

b) pengelolaandeposito;
c) pengelolaan persediaan; dan
d) adrninistrasi pencatatan kas di bendahara

5) Pemeriksaan pengelolaan barang milik daerah dengan sasaran:a) perenca.naan kebutuhan dan penganggaran; - -- ---- -:

b) penggunaan;
c) pemanfaatan;
d) pengam€Lnan dan pemeliharaan; dan
5) pemindahtanganan.

Personil tim Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dariAPIP Inspektorat Daerah Kabupaten g"rito selatan yang
berkompeten dengan komposisi sebagai berikut:. Penanggung Jarnrab. Pembantu Penanggung Jawab. Pengendali ?e*rris. Ketua Tim
. Anggota Tim

1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
B orang

Personil tim Reviu Laporan Keuangan
Daerah Kabupaten Barito Selatan
komposisi seba gai berikut:

terdiri dari APIP Inspektorat
yang berkompeten dengan

. PenanggungJawab

. Pembantu Penanggung Jawab
: L orang
: 1 orang
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. Pengendali Telseis

. Ketua Tim. Anggota Tim

: 1 orang
: 1 orang
: Iorang

Ttuil kegratan reviu dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu {LHR}dalam format laporan bentuk surat, sebagai d.asar basl BupatiBarito selatan membuat surat pernyataa.n bahwa - Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tahun ZA21 tehh
direviu dan merupakan dokumen pendukung dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupatea Barito selatan tahun 2021 yang
akan diperiksa oleh pihak BPK-RI.

d. Keglatan Pengarasan Lainnya terdirt dari I
1) Probity Audir

Pengawasan probity Audit dilaksanakan terhadap pengadaan
barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis pada
pemerintah daerah.

Pengawasan Frobity Audit terdiri dari APIP Inspektorat Daerah
Kabupaten Barito selatan yang berkompeten dengan komposisi
sebagai berikut:
e Penanggung Jawab : L orang
o Pembantu Penanggung Jawab : 1 orang. Pengendali Teloris : 1 orang
o Ketua Tim : 1 orang
o Anggota Tim : 3 orang

lasil peng€wasan dituangkan dalam Laporan Hasil pengawasan
(LHP) format laporan bentuk surat, yang memuat
temuan, kriteria, dan rekomendasi/$aran yang ditujukan kepada
Perangkat Daerah yang berwenang untuk *itatoulan tindakan
atau perbaikan.

2l Evaluasi atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kineq'a
Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Barito
Selatan.

Evaiuasi atas Implementasi sAKIp, bertujuan untuk menilai
tingkat akuntanbilitas da,n/ atau pertanggungjawaban atas hasil
(outcome) terhadap penggunaa$ anggaran dalam rangka
terwujudnya pemerintah yang berorientasi hasil {result orinted
goverment).

Susunan personil tim Evaluasi terdiri dari aparat Inspektorat
Kabupaten Barito selatan yang berkompeten dengan komposisi
sebagai berikut:
. PenanggungJawab
. Pembantu Penanggung Jawab. Pengendali Teloris
. Ketua Tim
. Anggota Tim

Hasil evaluasi dituangkan dalam
oleh APIP.

1 orang
3 orang
1 orang
L orang
13 orang

I"aporan Hasil Evaluasi (LHE)
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3) leviu Laporan Penyelenggaraa.n pemerintahan Daerah (LppD)
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
Reviu Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LppD)
Pemerintah Kabupaten Barito selatan, bertujuan memberikan
keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan
informasi kineq'a dalam raporan penyelenggara€m pemerintahan
daerah sebelum diserahkan kepada Kementeri*r, bala* Negeri
Republik Indonesia.

susunan personil tim reviu terdiri dari aparat Inspektorat
Kabupaten Barito selatan yang berkompeten dengan komposisi
sebagai berikut:

Hasil reviu dituangkan daram Laporan Hasil Reviu (LHR) dan
catatan Hasil Reviu, serta pernyataan Telah Direviu oleh ApIp.

4l Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah {pemeriksa.an dengan
Tujuan Tertentu I PDTT) .

Perhitungan kerugian keuangan daerah yaitu pengawasan
terhadap kasus kerugian negara yang ailimpaht<an olufr Aparat
Penegak Hukum (ApH) untuk dilakukan perhitungan kerugian
keuangan negar:a / daerah.

Susunan personil tim perhitungan kerugian keuangan daerah

. PenanggungJawab

. Pembantu Penanggung Jawab. Pengendali Tekrris

. Ketua Tim

. Anggota Tim

(target 5 kasus) terdiri dari aparat
Selatan yang berkompeten dengan
r Penangglrng Jawab
r Pembantu Penanggung Jawab
r Pengendali Teknis
o Ketua Tim
r Anggota Tim

r PenanggungJawab
r Pembaatu Penanggung Jawab
o Pengendali Teknis
o Ketua Tim
o Anggota Tim

L orang
1 orang
1 orang
1 orang
7 orang

Inspektorat Kabupaten Barito
komposisi sebagai berikut:

L orang
1 orang
1 orang
1 orang
6 orang

l orang
L orang
L orang
1 orang
6 orang

Hasil Perhitungan kerugian keuangan daerah dituangkan dalam
Laporan dalam format bentuk surat.

5) Evaluasi Perencanaan dan penganggarcln yang berbasis gend.er
{Evaluasi-responsive gender}

Evaluasi Perencanaan dan penganggaran yfiig berbasis genderpada Perangkat Daerah dengan sisaran meyakinkan
perencanaan dan penganggaran daerah telah mempirhatikan
gend.er.

susunan personil tim Evaluasi terd"iri dari aparat Inspektorat
Kabupaten Barito $elatan yang berkompeten dengan komposisi
sebagai berikut:
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Hasil evaluasi dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE)oleh APIP.

6) Reviu Dana Algkasi Khusus {Reviu_DAK}
Reviu Dana Alokasi Khusus {Reviu-DAK) dengan fokus sasararlmenilai kesesuaian realisasi keuangan dengarifisik pelaksanaan
kegiatan dilapangan. Reviu-DAK dilaksinat<an berd.asarkanpermintaan perangkat Daerah yang menerima dana Jotasikhusus (DAK) dari kementerian tercn[7ru, dan dilaksanakan pertriwulan sebagai persyaratan pencairan termin uerfl.ut"ya. 

--

susunan personil tim Reviu-DAK terdiri dari aparat Inspektorat
Daerah Kabupaten Barito selatan yang berkompeten aengan
komposisi sebagai berikut:
o Penangs[ngJawab
r Pembantu Penanggung Jawab. Pengendali Teknis
o Ketua Tim
o Anggota Tim

r PenangsungJawab
o Pembantu Penanggung Jawab
r Pengendali Teknis
o Ketua Tim
o Anggota Tim

1 orang
3 orang
3 orang
3 orang
18 orang

Hasil Reviu-DAK dituangkan dalam laporan dalam format
bentuk surat.

7l Reviu Belanja Tidak Terduga (BT?} Dalam penanganan covid- 19
Reviu Belanja Tidak Terduga lerr) dilaksanakan dalam rangkapenanganan pandemi covid- 1g berdasarkan permintaan
Perangkat Daerah yang mengelola belanja tak terdus; rBttrdalam rangka penanganan bincana/*riit"r, yang t;$a;ii diKabupaten Barito Selatan.
Reviu Belanja Tidak Terduga {BTT} dilaksanakan sebelumrencana kebutuhan belanja {RKB} Belanja Tidak Terduga remldiqiukan Perangkat Daerah ke' Badan Keuangan dan AsetDaerah.

susunan personil tim reviu Eelanja Tidak rerduga (BTT) dalam
setahun terdiri dari ApIp Inspektorat Kabupaten Barito seratan
yang berkompeten dengan komposisi sebagai berikut :

1 orang
3 orang
3 orang
3 orang
18 orang

Hasil Reviu-DAK dituangkan dalam laporan dengan format
bentuk surat.

8i Pengawasan Dana Desa

Pengawasan 
tertadap 

penggunaan Dana Desa pada g6 {deiapanpuluh enam) desa di Kibupaten Barito setatan, 
. 

untukmeyakinkan bahwapemerintah Desa dalam p*rrg"t,otur,
Anggaran Dana Desa murai dari penyaruran, penggunaan da:rpertanggungiawaban telah sesuai d,engaa ketentuan perundang_
undangan yang berlaku.
Jumlah hari yang diperlukan daram pelaksanaan pengawasan
Penggunaan Dana Desa selama 12 (b,r* beias) rr"ri-i."g""susunan personil tim yang terdiri dari APIF Inspektorat
Kabupaten Barito selatan ve*rg berkompeten dengan t<omposisi
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sebagai berikut:
r PenangsungJawab
r Pembantu penanggung Jawab
o Pengendali Teloris
o Ketua Tim
o Anggota Tim

1 orang
3 orang
6 orang
6 orang

12 orang

1 orang
1 orang
1 orang
10 orang

pengendalian

Hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil pengawasan
format bentuk bab yang memuat kondisi, kriteria, penyebab,akibat dan rekomendasi/saran yang ditujukan kepada
Pemerintah Desa untuk melakukan tinJatcan it*,. perbaikan.
Perencanaan Pengawasan Dana Desa dibuat tersendiri sesuai
wilayah Irban I, II dan III.

3. Penguatan tata kerola pemerintahan dan peaingkatan Integritas
a. Pengendalian gratifikasi.

Pengendalian gratifikasi da"larn fngka optimalisasi tugas dan fungsiunit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebiiakan Komisi
Pemberantasan Korupsi meliputi:
1) penanganan laporan penerimaanlpenolakan gratifikasi dari

pegawai negeri danlatau penyelenggara negara;
2l implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:

a) Pre-implementasi:

(1) perolehan komitmen pimpinan instansi;
(2) penyusunarl ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;
(3) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan
(4) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola

gratifikasi instansi.

b) Implementasi:

(1) penyusunan rencana ke{a imprementasi program
pengendalian gratifikasi;

(2) diseminasi ketentuan/kebiiakan
gratifikasi;

(3) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi;
dan

(4) responlpenanganan risiko penerimaan gratifikasi.
c) Pasca Implementasi:

(1) monitoring dan evaluasi implementa.si program
pengendalian gratifikasi; dan

{2) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi
program pengendalian grati{ikasi.

susunarl personil tim ditetapkan oleh Bupati Barito selatan yang
terdiri dari lintas perangkat Daerah dengan komposisi seuagai
berikut:
r Penangs[ngJawab
r Ketua
o Sekretaris
r Anggota Tim
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Bentuk laporan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengendalian
gratifikasi format bentuk bab yang memuat kondisi, dan capaian
kegiatan per semester yang ditujukan kepada kepala daerah dan
pihak yang berkompeten.

b. Pelaksanaan Survei penilaian Integritas.
survei Penilaian Integritas lspl) merupakan alat ukur yang
dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Fengembangan Komisi
Pemberantasan Korupsi {KPK} RI dengan tujuan untuk iremetakanrisiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur
efektifitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-rnasing
KIL/PD.
sebagaimana diamanatkan pasal 6 {huruf a, b dan d}, pasal z (huruf cdan e), dan- Pasal I t1) undang-undang Nomor 30 Tahun 2ooz,
Komisi Pemberantasan Korupsi {KPK) rrretat ut an kegiatan Survei
Penilaian Integritas secara berkala dengan maksud untuk membantu
Kementerian/LembagalPemerintah Daerah dalam memetakan risiko
korupsi dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi sertapenguatan sistem integritas. Untuk Pemerintah Kabupaten SpIdilaksanakan oleh Komisi pemberantasan Korupsi ri(Prq dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah Locus SpI
dengan objek seluruh ASN pada 31 perangkat Daerah, Masyarakat
Penerima Maafaat Pelayanan yang terdiri aari : Dinas penanaman
Modal dan Pelayanarl Terpad.u Satu Pintu, Dinas Kependud.ukan dan
catatan sipil, RSUD Jaraga sasameh Buntok dan puskesmas di 6
Kecamatan, Pengguna Layanan pengadaan Barang dan Jasa.

c. Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasipemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif,
berintegritas, berkine{'a tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu
melayani publik, netral, sejahtera, berded.ikasi, dan memegang teguhnilainilai dasar dan kode etik aparatur Negara.
Penilaian mandiri pelaksanaa-n reformasi birokrasi d.engan sasararl
meyakinkan data yar,g tertuang dalam d.okumen akurat dan relevan
dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikateir-indikator yang
dipandang mewakili program tersebut. sehingga dengan menilaiindikator tersebut diharapkan dapat meriSerikan gambaran
pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian o*r.r"i.
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pMpRB) pada
tahun 2022 dilaksanakan terhadap Komponen pengungkit terdiri dari
3 (tiga) aspek, yaitu Aspek pemenuhan, Aasil Antar; R 

"a 
perubahan,

dan Aspek Reform" Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagiandari I {delapan} area perubahan- refelrmasi birokrisi, yaitu:
man4iemen perubahan, deregulasi kebiiakan, organisasi, tata
laksana, sDM aparatur, akuntabilitas, pengawasarr, I*r, pelayanan
publik pada 31 (tiga puiuh satu) perangkat Daerah KabupaLn Barito
Selatan.

Jumlah hari yang diperlukan dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pMpRB) selama 10 (sepuluh) hari
dengan susunar personil tim terdiri dari u.p*.i inspektorat



Hasil evaluasi dituangkan dalam La,poran Hasil Evaluasi (LHE) format
bentuk surat yang memuat Hasil penilaian, kriteria, d;
rekomendasi/saran yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang
untuk melakukan tindakan atau perbaikan.

d. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.
Merupakan bentuk kegiatan pendampingan kepada perangkat daerah
dalam membangun sub area penguatan pengav'asar1 meliputi:
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Kabupaten Barito Selatan yang
sebagai berikut:
o PenanggungJawab
r Pembantu Penanggung Jawab
. Pengendali Teknis
o Ketua Tim
r Anggota Tim

berkompeten dengan komposisi

L orang
3 orang
3 orang
3 orang
18 orang

dilaksanakan
2018 tentang

u
2)
3)

4l
s)
6)
7l

sistem pengendalian intern pemerintah;
kaqlli[tas aparat pengawas intera pemerintah;
verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/lapor€Ln
harta kekayaan aparatur sipil negara;
penilaian internal ?.orra integritas;
penanganan benturan kepentingarr;
penanganan laporan pengaduan; dan
penanganan pengaduan masyarakat.

Kegiatan Monitoring Center For prevention (MCp)
berdasarkan Peraturan presiden Nomor s4 Tahun
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

fgsratan laporan capaian aksi pencegahan korupsi yang
dikoordinasikan oleh coordinator sub pencegahan koiupsi
(Korsupgah-PK) terhadap ketepatan waktu dan kehindalan laporanatas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi
tenltegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi
pada B (delapan) titik intervensi, terdiri dari :

1. Perencanaan - dan penganggaran anggaran pendapatan dan
belanja daerah;

e.

Jumlah hari dan susunan personil tim yang diperlukan dalam
pelaksanaan kegiatan pendampingar, *erry**u"il."" dengan kondisi
dan ruang lingkup penugasan.

lapaian aksi pencegahan korupsi ytrLg dikoordinasikan oleh Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi (Korsupgah- stranas pK).

{gstatan laporan capaian aksi pencegahan korupsi yang
dikoordinasikan oleh Strategi Nasi,onal pencegahan Koiupsi
(Korsupgah-stranas PK) terhadap penyelesaian tu*pang tincitr
Kawasan IGT di Kabupaten Barito selatan. Inspekioraf traerah
Kabupaten Barito Selatan melaksanakan Pelaporan 

-Capaian 
Stranas

KPK setiap triwulan mulai tahun zoza-2a22 melalui aptit<asi jaga.id
fPx Penyelesaian tumpang tindih IGT di Kabupaten Barito
selatan terhadap- 36 locus menjadi salah satu target pelaksanaan
Strategi Nasional Pencegah*r, "Xo*psi 

(stranas-pK).
capaian aksi koordinasi dan superuisi pencegahan korupsi
terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi pemrerantasan Korupsi
{Monitoring Center For Prevention {MCp}.

f.
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_2 Pengadaan barang dan jasa;
3. Pelayanan terpadu satu pintu;
4. Aparat Pengawas Intern pemerintah;
q. Manajemen aparatur sipil uegara;
6. Optimalisasi pqiak daerah;
7. Manajemen aset daerah; dan
B. Tata Kelola Dana Desa.

g. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.
Berdasarkan Perafuran Presiden Republik Indonesia Nomor BZ Tahun
?916 tentang satuan Tugas sapu Bersih pungutan Liar (SABER
PUNGLI) mempunyai tugas melak-sanakan pemb&antasan pungutanliar secara efektif dan efesien dengan mengoptimalkan pemanfaatanpersonil, satuan kerja, dan sarana pra***-* baik y;g berada di
Kemente na,' / I-embaga maupun pemerintah Daerah.
operasionalisasi sapu bersih pungutan riar dengan sasaranmgqakinkan pelayanan publik di mastg-masing p***irt h daerahtelah bersih dari pungutan liar.
Inspektorat Kabupaten Barito selatan merupakan anggota satgassaber Pungli {lng bgrfungsi sebagai sekretariat yang1ernpunyai
tugas memberikan dukungan teknis, pengelolaair *lrgg**, daladministrasi atas peraksanaan kegiatan sauei Fungtr.

h. Pemeriksaan investigatif.

Pengawasan ini merupakan salah satu upaya penyelesaian atasadanya Indikasi ataupun La.poran pengaduan - 
terkait Kerugian

NegaralDaerah. pengawasan ini dapat t"*p" pemeriksaan atauAudit, yang waktu pelaksanaarl menyesuaikan dan tidak terikatjadwal.

Pengawasan ini dapat ditindaklanjuti berupa pemeriksaan dengandasar laparartlpengaduan masyarakat atas penyimpangan olehpenyelenggaraan pemerintahan 
- Kabupaten Bari6 sietaian yang

menyebabkan kerugtan negaraldaerah dan atau dapat pula *"trg*I
upaya penyelesaian Tindak Lanjut Kerugian Negaralliaerah p"da
periode yang lalu dan belum terselesaikan.
Lama pemeriksaan dan jumlah tim pemeriksa disesuaikan dengan
ruang ]ingkup-kgsus yang diperiksa, d*r, secara formal komposisi timyang akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan adalah terAiri dari:. Penamggung Jawab. Pembantu Penanggung Jawab. Pengendali Telaris. Ketua Tim. Anggota Tim

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil pemeriksaan
Khusus {LHP-K} atau berupa raporan bentut< surat yang memuattemuan, kriteria, penyebab, serta akibat berupa simputJn hasilpemeriksaan, serta rekomendasi/saran kepada orang atau badan yang
bertanggungiawab untuk melakukan tindakan.

Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan serta tindak ranjut hasil pemeriksaan Aparat
Pengawas Intern Pemerintah.

1.
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Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil
pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil
penga\Mas intern pemerintah

1) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasit
pemeriksa keuaagan (BpK RI)

pemeriksaan badan
pemeriksaan aparat

pemeriksaan badan

Monitoring ini merupakan salah satu upaya penyeiesaian atasLaporan Keuangan pemerintah Daerah [r,xeoy dan temuanpemeriksaan yang berlarut-larut peayelesaiannya.

P"tt* pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjuthasil pemeriksaan badan pemeriksa 
-i.*r.rrg* 

{BpK RI}, akandibentuk ?im penyelesaian Tindak Lan:'ut Hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan {BFK RI} yang ditetapkan oleh kepala
daerah/sekda.

2l Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak f^anjut Hasil pemeriksaan
Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan
Inspektorat Kabupaten Barito selatan p"du" perangkat Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Kegiatan pendataal dan monitoring tindak lanjut rekomendasi,
evaluasi terhadap kesesuaian rekoilendasi denian t<onJisi saatdilakukan evaluasi, penilaian terhadap tindak ffirrt rekomendasihasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Bari6 sehtan pada
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
Tim evaluasi terdiri dari personil Inspektorat Kabupaten Barito
Selatan dengan komposisi Pejabat Funjsional ApIp dan Sekretariat
untuk masing-masing perangkat Daerah sebagai berikut:r PenanggungJawab :lorangr Pembantu penanggung Jawab : 1 oran[o Anggota Tim : B oranl
sebagai bahan _pertangungiawaban dan pelaporan pelaksanaankegiatan, 

_ 
*S" dil"porkan dah; - Laporan HasilMonitoring/Evaluasi dan Berita Acara Monitorins yans memuat

Penyelesaian Tindak la.njut Hasil pemeriksaan.

4' Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern pemerintah (ApIp)
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern pemerintah Fokus
pada kegiataa :

a-. Kapabilitas Aparat pengawas Intern pemerintah.

Kapabilitas aparat penga$/as intern pemerintah termasuk dalamIndikator Kinerja utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Barito
Selatan dengan target level 3.
Kapabilitas- tpqlt pengawas Intern pemerintah dengan sasaran ,

Penilaian Mandiri terhadap 6 (enam) Elemen 6119*****r,yaitu:
1) Peran dan r,ayanan Aparat pengawas Intern pemerintah;
!) Penselolaan sumber daya manusia;
3) Praktik profesional;
4) Akuntabilitas dan manajemen kinery.a;

!| ludafa dan hubungan organisasi; jan
6) Struktur tata kelola.
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Peningkatan kapabilitas ApIp merupakan salah satu kegiatan
yang bertujuan untuk memenuhi target RPJMN Level s bari s
Level IACM yang diterbitkan oleh IIA. peningkatan Kapabilitas
Aparat Pengawasan Intern pemerintah (ApIp) dalam mengawal
akuntabilitas pembangunan nasional, dimana ApIp diharapkan
{apat berperan sebagai penjamin mutu, sebagai s*a;i;;epandalam memastikan pencapaian tujuan daerih,-se*a seuagaigarda depan untuk memastikan plhksanaan kegiatan sesuai
dengan aturan dan memenuhl prinsip 3E yaitu efektifitas,
efisiensi dan ekonomis.

b. Maturitas -sistem 
pengendalian Internal pemerintah (euality

asurance-SPIp)

Maturitas -!i{em pengendalian Internar pemerintah (euatityasurance-sPlp) dilaksanakan berdasarkan perituran
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2oog tentang sistem pengenJa[an
Intern Pemerintah, perka BpKp No" + lahun zold tentang
Pedoman Penilaian dan strategi peningkatan Maturitas splp
Quality asurance kehandalan pelak*arraa, sistem pengendalian
internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, jrxi",
1) lingkungan pengendalian;
2) . penilaian risiko;
3) kegiatan pengendalian;
4) informasi dan komunikasi; dan
5) pemantauanpengendalian intern.
Penilaian Tingkat Maturitas penyelenggaraan splp
dilaksanakan oleh BpKp pusat.

Tingkat Maturitas penyelenggaraan splp pemerintah Kabupaten
Barito selatan baru mencapai level 2. penerapan Manajlmen
Risiko (Asistensi penerapan manqiemen risiko)

sasaran Penerapan Manajemen Risiko {Asistensi penerapan
manajemen risiko indeks), yaitu:

U Infrastruktur
a) kepemimpinan;
b) strategi dan kebijakan manajemen;
c) sumber daya manusia;
d) kemitraan; dan
e) proses manajemen risiko.

2l Hasil

a) aktivitas penanganan risiko; dan
b) outcomes.

Peldidikan profesional berkelanjutan minimal l2o (seratus duapuluhljam per tahun.
untuk memenuhi target pendidikan profesional berkelanjutan
minimal 12o {seratus dua puluh) iani per tahun, tnspet torat
Kabupaten Barito selatan merenc€ulat an dlngan pola mandiri dan
mengirim ke penyelenggara kegiatan.
Pendidikan profesional berkelanjutan pada tahun za2z, yang
direncarakan antara lain :

1. certi{ied of Government chief Audit Executive {CGCAE}2. SISVI/ASKEUDES
3. Diklat Penjenjangan Auditor dan ppupD
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Penetapan perencanaan pengawa3 
*rr:rryssaraan pemerintahan DaerahTahun 2022 (Jenis Pengawa-il,.Jumtah burnlr"il;; AF,iF,0.., waktuPelaksanaan penug**ar) 

".U"g"i**uTLb"i ;i:



TABEL' PENETAPAN PERENCANMN PENGAWASAN PENYELENGG,ARMN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022

Nc ienis Pengawasan

g
P
€
-q
E

Hari HP RMP RPL Angga ran
e?zgs
dE

Lz
a

F F
.g
G

s
3
E5

PEMBINAAN DAN PENGAWA5AI{ TJMUM OAN iiXNIS

Binwas Um{m dan Teknis {Audit (etaatan)

JeKreIailat Daerah,

Badan Pengelolaan Keumg;;;;;;;E;;;
I 1 7 10 I 8t) 17.t)1 11.04 10.000.0002
1 2 7 11 10 110 11.01 11.02 14.500.000
1 1 6 9 I 7) 11.O1 12.O1 9.000.000

Dinas Perumahan, Kawdsan permukiman dan pertanah*
1 1 1 6 I I 72 10.03 11.03 9.O00.ooo

1 1 1 7 10 80 10.01 10.04 10.000.000Din65 PErhubunSafi, I 1 1 6 9 72 10,01
LingkunBan Hidup, 1 I 1 l d 9 I 72

finE5 l(€pendLdukan dan FEncetatan Sitril, I t I D 9 B

1t )ina: Pengendalian Pendrrduk, KB dun p3A,
1 1 7 11 I B8 10.03

Tcfiaga ker.ja den Transmigfasi I 1 7 11 I qq

77

10,01 I 10.03 I1,6m.000iatpol PF dan Pemadam Kebakaran,

ladan repegarvaiari aanFuneem;G;il;
1 I 1 6 I I 0s.03
r 7 10 10.02 I 10.04

dan PTSP, 1 7 10 a 80 09.04 10.01
dayaan Masyarakat dan Desa, 1 7 11 8 88 09.03 10.01 11.600.0004rd) rE, PUlurddl odfl (ealt!pan 1 ] 10 I 80 09.01 09.03 10,000,000

DdnSsa I
1

1
6

l0 8 80 08.03 09.01 10.o00.00017 iadan Penanggulangan Bencana Daerah, I I
t8

9 I 72 08.02 09.01 9.000.000

19

tnlormaMa, 1 1 7 11 8 88 09.0L 09.03 11.6@,000

20
l I 7 10 8 80 08.01 08.03 | 1s.850.0o0

27

i
1 1 1 7 11 8 88 I 08.01 08.03 18.827.0O0

1 1 i i 6 c 8 72 | 08.01 08.03 9.000.000
1 1 111 7 10 8 80 08.02 08.03 15.850,00023 li( 1 2 111 7 1l 8 88 08.o? 08.03 18.387.00024 lr( ecamatan lerame3.
? 1 1 1 7 11 I 88 03.03 08,04 19.597.1100

I

II, 
IPEMBINMN DAN PENGAVVASAN KEPAIA DAERAH

IIERHADAP PERANGKAT DAERAH

7
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang meniadi
kewenangan daerah

Audit kinerja

1 
I 

Dina5 Pekerjdan Umum dan pena]dan Ruang, 1 2 1 1 7 0 11 15 07:01 07:04
I r I 

urnas Ketahanan pangan, pertaniln dan perikanan, 1 1 1 1 0 11 L2 732 07:O4 08:O2 17.400.00a)
o 10 124 07:O1 07:03

I 1 7 6 o 9 \2 108 O7:01 07:O4
1 1 I 1 6 0 9 71 108 07:03 08;O2 1-3-500.000
1 1 0 10 10 100 07:03 08:0L

2
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumbet
Cari anggaran pendapatan dan belanja daerah

a. 
lReviu 

dokumen perencanaan pembangunan dan rencana

I Keuangan daerah

I ) la) Rancangan akhtr rentana keria pemerintah

ldaerah. {Reviu BKpO tvlurnil 7 1 1 4 7 10 o5.c2 05_04 9.800.000
b) Ranran8an akhi. rencatl, kerja pemerintah
daerah, (Reviu RKPD Perutrahani

1 I 1 I 4 7 10 70 G5.03 07.01 9.800.000
2) 

la) ftancangan akhir rencana kerja perangkal dderah.

l(Reviu Renja peranBkat Dderah Murnri 31 1 1 114 7 10 70 06.03 06.04 9.800.000

b) Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerfih,
IR€viu B€nja-Perangkat Da€rah perubehan)

1 L 7 10 70 08,04 09.ot 9.800.0o0

3) a) Rancangan kebijakan umum anggaran dan
priorotas plafon anggaran sementara (Reviu KUA_

PPAS Murni)
31 4 7 10 70 07.01 07.42 9.800.000

b) Rancangan kebiiakan umum anggaran dan
priorotas plalon anggaran sementara (Reviu I(UA-
PPAS Perubahanl

31 114 7 10 7A a6.M 07.01 9.800.000

4) 
la) 

Rencana Kerja Anggaran Satuan (eria perangkat

I Daerah (Reviu RKA 20231
31 l 1 114 7 10 7A 08.01 08.03 9.800.0or1

b) Rencana Kerja Anggaran Saturn Keria perangkat

Daerah {Reviu RKA-Perubahan 2O22} 1 1 1 4 7 10 70 09.01 09.03 9.800.000



Pengelola6n itffing3n Daerah {Audit

Reviu Laporan penyeienggaraai penerintahan

Reviu Belania Tidak ierduga {BTT) Dalam

am Vaksifiasi {APBN (emenkes
Evaluasi Pekerjaan Fisik perangkat Daerah

Penguatan tata kelola pemerintahan dan eeningkatil

Penilaian mandi.i pelakanaan reformasi birokra:i.

aksi pencegahan korupsi yang dik@rdinasikan
eh strategi nasional pencegahan korupsi ((orsupgah-

Capaian aksi kmrdinasi dan superyisi pencegahan
korups, terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi
Pemberantasan Korupri {Monitoring Center Of
Prevention {MCpJ

Tindak Ianjut perjanjian ker,asama aparat pengauas
pemerintah dan aparat penegak hukum dalam

laporan/ pengaduan masyarakat yang

Monitoring dan evaluasi tiadak lanjut hauii p*m-rikai
badan pemeriksa keuangan rerta tindak ianjut hasil
pem€rikgaan aparat pengawas iotern pemeriatah.

tas aparat pengawas intertr pemerintah ieyel 3.

{Penilaiaf, Mandiri terhadap 6 Etemen pengawatan}

Maturitas Sistem Pengendalian lnternal pemerintah

Penerapan Manajemen Risiko (Asistensi penerapm

Pendidikan pro{esional berkelaniutan minima, 120

IOTAL R€NC4|{A AilGGARAN PENGAWASAN

Keterangan membaca:

HP = llari Pengawasan

RMP = Rencana Mulai Pelaksanaan
RPL = Rencana Penerbitan Laporan
Penulisan RMP dan RPLdengan kode dua angka di depan menunjukkan bulan dan dua angka di belakang menunjukkan minggu. contoh 02.oL b€rarti Bulan FebruariMinggu Pertama.
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IV. FAK?OR DAN BOBOT RISIKO
A. Faktor dan Bobot Risiko Audit Ketaatan

Penyusunan rencana kegiatan pengawasan khususnya audit ketaatan belanja dan pBJ
serta audit kinerja dilakukan menggunakan metode berbasis risiko yang dihitung
berdasarkan faktor risiko dan skor risiko. Faktor risiko yang digunakan menggunakan
skala 100 dimana masing- rnasing faktor risiko mempunyai bobot risiko tersendiri,
sedangkan skala dan skor risiko memiliki 5 {lima} skor dari risiko yang sangat rendah
sampai dengan risiko yang sangat tinggi. Hal tersebut diuraikan seUagrin"rikut :

NO FAKTORRI$KO ,BOEOE K,RITEBIA ,,s(oR KFERANGAN,

1 Total Anggaran 3W"

>atrl' 5

ts,aL%-LWn 4

L0,OtYo-15Yo 3 !Ef:!i$l

s,OL%-rW6 2

s.d 5% L

z
Jumlah Anggaran

Pengadaan

Barang dan Jasa

3fflo

> Rp2O milyar 5

> RpL0 milyar s.d Rp20 milyar 4

> Rp5 milyars.d Rp10 milyar 3

> Rp1. milyar s.d Rp5 milyar ?

0 - Rp1 Milyar 1

,lii.fiil
3

Pelaksanaan

Pemeriksaan
Sebelumnya

lff/a

> 2 tahun 5

> 1,,5 Tahun s.d 2 Tahun 4

> l- Tahun s.d 1,5 Tahun 3

> 5 Bulan s.d l Tahun Z

< 6 Bulan 1

t.i,,ri.l;lit'ry

4
Persentase

Penyelesaian
TLHP lnspektorat

ltr/*

<Wo 5

< 60% s.d.4Po

< 80% s.d. 507o 3

< 100% s,d.80flo 2

10ff/" 1

5

Jumlah
Pengaduan

Masyarakat yang

Terbukti

IV/s

>9 5

7 s.d. 9 4

4 s.d. 5 3

1s.d. 3 2 !$$rffil# pi*lim
0 1
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B. Faktor dan Bobot Risiko Audit Kineda

Ktasifiksi

Kegiatan dalam
mendukung

RPJMD

Terkait langsung namun tidak
mendukung RPJMD

Tidak terkait langsung dan tidak
mendukung RPJMD

Total Anggaran

> Rp20 milyars.d Rp50 milyar

> Rp10 milyar s.d Rp20 milyar

> Rp5 milyar s.d Rp10 milyar

Penyelesaian
TLHP, potensi

fraud dan kasus

hukum

Jika semua kondisi terpenuhi:
. Penyelesaian TLHp Aplp
<95Yo

r Ada potensi fraud
. Ada kasus hukum

Jika 2 {dua} kondisiterpenuhi:
. Penyelesaian TLHp Aplp <95%
r Ada potensi fraud
. Ada kasus hukum

Jika tidak ada kondisi terpenuhi:
. Penyelesaian fLHp Aplp <95%
. Ada potensi fraud
. Ada kasus hukum

lsu Terkiniterkait
kegiatan

Jika semua kondisi terpenuhi:
. Ada sorotan masyarakat
r Ada isu Daerah
r Terkait pelayanan pubtik
Berpengaruh ke reputasi

Jika 3 {tiga} kondisiterpenuhi:
. Ada sorotan masyarakat
r Ada isu Daerah
. Ierkait pelayanan publik
Berpengaruh ke reputasi

Jika 2 {dua) kondisi terpenuhi:
r Ada sorotan masyarakat
. Ada isu Daerah
r Terkait pelayanan publik
Berpengaruh ke reputasi

jika 1- (satu) kondisi terpenuhi:
. Ada sorotan masyarakat
. Ada isu Daerah
r Terkait pelayanan publik
Berpengaruh ke reputasi

Jika tidak ada kondisi:
. Ada sorotan masyarakat
r Ada isu Daerah
r Terkait pelayanan publik
r Berpengaruh ke reputasi
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5 Pertimbangan

Kemampuan
APIP

15%

r APIP Belum Pernah Diklatterkait
Fenugasan
. SDM APIP telah > 3 kali
melakukan penugasan sejenis

5 Risiko Sangat
Tinggi

r APIP Belum pernah Diklatterkait
Penugasan

r SDM AFIP telah > 2 kali
rnelakqkan penugasan sejenis

4 RisikoTirggi

r APIPSudah Pernah Diklatterkait
Penugasan

r SDM APIP telah > 2 kali
melakukan penugasan sejenis

3 iisiko Sedang

r APIP Belum Pernah Diklat terkait
Penugasan

r SDM APIP telah > 1 kati
melakukan penugasan seienis

2 lisiko Rendah

r APIP Sudah pernah Diklat terkait
Penugasan

r SDM AP|P belum pernah
mela kullan penugasan seie n is

1 fisiko Sangat

lendah
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Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan

L

Peningkatan PAD

Zff/o

< 0,25000 5

litffi
Indeks Kemandirian

Fiskal

> 0,25000 s.d. 93 4

> 0,30000 s.d.g4 3

> 0,40000 s.d.45 2

> 0,50000 1

2

Pengelolaan BMD

ltr/o

l kali WTP (dalam 5 tahun) 5

OpiniL(PD

2 kali WTP {dalam 5 tahun} 4
rig,r:i::t:ii:,3 kaliWTP {dalam 5 tahun} 3

4 kali WTP (dalam 5 tahun) 2

5 kali WTP (dalam 5 tahun) 1

3

Penyederhanaan

Perizinan

Lff/o

<50 5

NilaiMCP PTSP

< 70 s.d. 60 4

< 80 s.d. 70 3
lll::tiri!!;ililiijilalj,i?;1i:ftdi}

< 100 s.d. 80 2

1"00 L

4

lntegrasi SIPD

L*/,

<60 5

iilffiiif$I l ii+iriitii:r:li

Nilai MCP {lntegrasi
Aplikasi Perencanaan
dan Penganggaran)

< 70 s.d. 60 4

<80s.d.70 I S

< 100 s.d. 80

1m 1

5

Harmonisasi
Kebijakan Daerah

lnvestasi

Ztrlo

> 1,5 5

Tingkat Kemudahan

Berbisnis

> 1s.d. 1,5 4

>0s.d. L 3 Eii-tltri*e"J#-ffi.{fliiijffi
> 0 s.d. -1,5 2

{"ffiiAH##

< -L,5 1

6

Fenyelesaian Batas

Desa

ltr/"

> 3.000 Desa 5

Jumlah Oesa Per

Provinsi

> 2.000 Desa s.d. 3.000 Desa 4
> 1.000 Desa s.d. 2.000 Desa 3

> 500 Desa s.d. 1.000 Desa 2

< 500 Desa L

7

Tipologi lnspektorat
RSUD Dan RSKD

\ff/,

Belum Ditetapkan 5

Dalam Proses Penetapan
Sebagian 4

Dalam Proses Penetapan
Seluruhnya 3

Telah Ditetapkan Sebagian ?

Telah Ditetapkan Seluruhnya 1

I

PenerapanJafung Pol
PP, Damkar Dan

PPUPD

lff/"

> 300 5

Jumlah Jafung Pol PP,

Damkar dan pPUPD

> 200 s.d. 300 4

> l-00 s.d. 200 3 ffiir$ffi#i,ffi+$
50 s.d 1-00 2

<50 L
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V. KEGIATAN DAN FOKUS PENGAWASAN
Kegiatan dan fo\us pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten BaritoSelatan dikelompokkan sebagai berikut:

Pemeriksaan Kinerja terhadap
program/kegiatan yang tercantum dalam
rencana pembangunan jangka menengah
dan/atau rencana kerja pemerintah daerah
lahunZA22

mandatorilharus

dilakukan
Permendagri Nomor $
Tahun 2021 tentang
Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun
2A22Evaluasi Fisik Kegiatan/pengadaan

Baran glJasa Perangkat Daerah

Pemeriksaan dengan tujuan tertentr, yaitu :

a. pemeriksaan investigatif dengan sasaran
penanganan pengaduan masyarakat

b. penghitungan kerugian keuangan
negaraldaerah dengan sasaran kasus
kerugian negara yang dilimpahkan oleh
aparat penegak hukum untuk dilakukan
perhitungan kerugian keuangan
negara/daerah

Reviu rencana pembangunan daerafr
(RPD) dan rencana strategis perangkat

Sgfah (Renstra PD)

Reviu dokumen perencanaan
anggaran daerah tahunan (RKpD,
Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA
SKPD)

Reviu laporan keuangan pemerintah

daerah (LKPD)

Evaluasi atas lmplementasi SAKIP
Perangkat Daerah

Reviu laporan laporan penyelenggaiaan

erintahan daerah (LPPD
Pemeriksaan atas penagihan penerirna'an

negara bukan pajak

Reviu dana alokasi khusus 1nX1 fisit

Evaluasi Sistem Pengendalian lnternal

Monitoring penyerapan
anggaranlpemedksaan kas

Monitoring dan evaluasitindak lanjut hasil
pemeriksaan lnspektorat, ltjen
Kemendaori. dan BPK-R!
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No ProgramlKegiatan Aasan Wajib | -Keterangar
14 Tindak lanjut pedanjian kerjasama aparat

pengawas intem pemefintah dan aparat
penegak hukum dalam penanganan
laporan/pengaduan masyarakat yang
berindikasi korupsi

Pengawasan Prioritas
Nasional

15 0perasionalisasi sapu bersih pungutan liar mandatori/harus

dilakukan
16 Evaluasi perencanaan dan penganggaran

17 Melakukan monitoring dan evaluasi drn;
desa

18 Pemeriksaan Bantuan operasional setiotafi
(Bos) SMA/$M|(SLB

19 Penilaian mandiri pelaksanaan retormasi
birokrasi

2A Survei penilaian integritas iSpl)

21 | Monitoring dan evatu-S aGfficegahan
_ j korupsi(MCP Korsubgah KpK)
22 Peningkatan Kapabititas Aparat pengawas

lntem Pemerintah

a. Penerapan Manajemen Risiko;

b, Perencanaan Pengawasan Berbasis
Risiko;

e. Audit Kinerja;

d. Audit lnvestigasi;

e. Pemeriksaan DAK Fisik;

23 Vedfikasi LHKPN Amanat peraturan
prundang+ndangan

Permendagri Nomor 48

Tahun 2021 tentang Perencanaar
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tahun2A22

24 Verifikasi Pelaporan Rencana Ahi Daerah
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

25 Matufks SPIP Amanat peraturan
prurdang*ndangan

Peratunan Pemedntah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian lntern Pemedntah,
Pe*a BPKP No. 4 Tahun 2016
tentang Pedoman Penilaian dan
Strategi Pen ingkatan Matu ritas
SPIP

26 Pendidikan krjenjang Jabatan Fungsional
P2UPD dan Auditor

mandatori/harus

dilakukan
Permendagri Nomor 48 Tahun
2021 tentang Perencanaan
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelengganaan Pemerinkhan
Daerah Tahun2022

27 Pendidikan Sertifkasi di birJang Fngawffian
. SISWASKEUDES

- Uertfcation of Gouernment Chief Audit Executive
(cGcAE
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VI. PERHITUNGAN SUMBER DAYA PENGAWASAN
untuk mengetahui kekuatan sumber daya pengawasan per InspekturPembantu {TRBAN} dilakukan perhitungan setiap kegiatan pengawasandikalikan dengan hari yang aibututri<"rr."

Perhitunga, *,i*:'J.r, Pengawasan

Rencana kebutuhan sumber daya pengawasan tahun 2aZ2 melebihijumlah kemampuan sumber daya ei'ip 
"Inspektorat 

Daerah KabupatenBarito Selatan yang tersedia, sehingga untuk melaksanakan pengawasan
{ang ditetapkan dalam Rencana PJngawa san 2o2Z kebutuhan sumberdaya dan waktu pelaksanaan akan dislsuaikan dengan tingkat risiko darimasing obyek pengawasall.

WI. SUSUNAN TIM PENGAWASAN

Susunan Tim Pengawasan berdasarkan wilayah Inspektur pembantu I, II,dan III, tertera pada tabel.

Tabel 6.
Susunan Tim Pengawasan pada Inspektorat Daerah

Kabupaten Barito Selatan

NO.

I

WILAYAH rRBAN/NAMA/ NiP JABATAN

IRBAN I
1 JONI PTiAWAN,S.P.,M.Si

NIP. 19690602 198903 1 011
IN5i'T'KTUR PEMBANTU I

2. KUJANG ROSAYADI,SH.,MH
NIF. 19660i21 199003 1 009

AUI]ITOR MADYA

.J. Drs. TRI WAFryU IEIANTO
NIP. 19620602 19q303 1 013

PFUFD AHLI MADYA

4. svzr{1Ll lf,ltfltYlra1l,5,f1U l'.rM.A,y
NiP. 19800424 200501 1 018

AUDITOR MADYA

5. &ftr;f I r=rr3l,
NIP. 19761027 20A8A2 1 ttttl

AUDITOR MUD,{

6. rYng YY lai!., r], la.{Jm
NIP. 19830615 201101 1 00s

AU}ITOR MUDA

7. r\ut! r ntt \rfl$fl.1lll, Jt
NIP. 199004 2120 1so32{}()?

AUDITOR PERTAMA

8. Dlyrr 5.tlJ.r114'tll lrsl,
NrP. 1971 10A8 200604 2 023

AUDITOR PERTAMA

9. Ar\rrJ fi^t IlvluNIJ IrAUrSl'
NIP. 198604 12 202012 1 AO4

AUDITOR PERTAMA

10. MrD-r lttltfl,D.ttr
NrP. 19?e0s28 20O701 2 O14

AUDITOR PELAKSANA

No Unit Kerja
Jumlah APIP

Sumber Daya yangAda

Jumlah
hari

fbulan!

Jumlah
hari

{tahun}

Total
Bulan

TahunMadya Muda Perta

ma
Pelaksa

na
Total

I lrban I 3 2 4 I 20

za

24A 180 2.rcA
2 lrban ll 4 4 L 9 z4a 180 2.L6A
3 lrban lll 4 3 2 9 20 740 180 2.rcA
4

lrban
Khusus

5]UMLAH L1 9 2 27 5.480
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NO. WILAYAH IRBAN/ NAMA/ NIP JABATAN

II IRBAN II

1. DTs. YULIBERT ENDY
NrP. 19650727 t987A2 L AO9

INSPEIffUR PEMBANTU Ii

2. Dra- SRI NUYATI,MM
NIP.19640723 199203 2 010

PPUPD AHLI MADYA

3. MUSLICH,S.AP
NIP.19660326 198803 1 011

AUDITOR MADYA

4. H. ARDI,S.SoS
NIP.19620327 198803 1 016

PPUPD A}ILI MADYA

5. MATHEUS,SE.,M.Si
NIP.19661202 199903 1 006

PPUPD AHLIMADYA

6. SATOME RAMPUNI,S.AP
NIP.19760316 200501 2 013

AUDMOR MUDA

7. ALPI SUAMO,S.E
NIP.19820303 200904 1 006

AUDITOR MUDA

8. ATIKALANI,SE.,M.AP
NIP.19690927 2A06A4 2 013

PPUPD AHLIMUDA

9. BARTOLOMEUS,SH
NIP19650316 198403 1 005

PPUPD AHLIMUDA

10. EKAJAYA PRIANTO,S.AP
NIP.

AUDTTOR PERTAMA

m IRBAN M
1. h. NOBELLA

NrP.19681109 199303 1 009
INSPEI{TUR PEMBANTU M

2. IT.IBARATA,M.Si
NIP.19650907 199303 I 016

PPUPD AHLI MADYA

3. Dra. MARMI
NrP.1962 1 1 t+ 198907 2 0,A4

AUDITOR MADYA

4. ANTONruS SIMSON KAMENG,S.LP
MP.19670916 199012 1 001

PPT]PD AHLIMADYA

5. VICTOR IMMANUEL,SE.,MM
NIP.19630109 198903 1 013

AUDTTOR MADYA

6. BETI FEBERIANE,SE
NIP. 19830223 ?ALLOI 2 AO2

AUDITOR MUDA

7. DESSO ROBERTIO,S.T
FIIP.19731226 200501 1 006

AUDITOR MUDA

8. AHMAD RIADI,SE.,MM
MP.19680127 199003 1 009

PPUPD AHLI MT'DA

9. RENO,A.Md.,Ak
MP.19590521 200604 1 011

AUDMOR PELAKSANA

10. NASTIANTO,A.Md
NIP"19900527 2020,, L AO9

AUDNOR PELAKSANA

?'P-\)--<{
ELATAN,
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